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Penyelenggaraan proses kebijakan kesehatan 

dilakukan secara optimal dengan mengacu pada Norma, 

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kebijakan 

pembangunan kesehatan nasional, penetapan skala 

prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia 

melalui proses pengkajian dan perumusan kebijakan yang 

melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder. 

Perencanaan sebagai bagian integral dari manajemen yang 

merupakan “ilmu dan juga seni”. Maka perencanaan 

sebagaimana juga manajemen, memiliki sifat atau kriteria 

ilmiah. Sebagai ilmu, perencanaan memiliki kriteria ilmiah 

seperti, benar, jujur, terbuka dan faktual (nyata).

Buku yang berjudul “Kapita Selekta Administrasi 

dan Kebijakan” ini diawali dengan pembahasan tentang 

Konsep Dasar Administrasi, Administrasi Kesehatan, 

Manajemen Kesehatan, Konsep Dasar Kebijakan, Kebijakan 

Dalam Perspektif Etika, Kebijakan Dalam Perspektif 

Hukum, Kebijakan Kesehatan, Hukum dan Kebijakan 

Kesehatan, Politik Kesehatan, Sistem Kebijakan Kesehatan, 

Analisis Kebijakan Kesehatan, Perencanaan Kesehatan 

Anggaran Kesehatan, dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan. 

Semoga buku ini mampu memberikan gambaran dan 

informasi yang memadai bagi pembaca terkait Administrasi 

dan Kebijakan Kesehatan.
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3. Kriteria keberhasilan unsur keluaran (Amiruddin, 
2006).
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D. PERUNTUKAN ANGGARAN KESEHATAN

UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan 
bahwa 2/3 dari anggaran kesehatan diperuntukkan untuk 
pelayanan publik, dan sisanya untuk membiayai pelayanan 
lainnya. 

Dalam Pasal 171 ayat 3 Undang- Undang Kesehatan Nomor 
36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: “Besar anggaran kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diprioritaskan 
untuk kepentingan pelayanan publik yang sekurang-kurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah”. Lebih lanjut, dalam lampiran undang-undang 
tersebut dijelaskan “Yang dimaksud dengan “kepentingan 
pelayanan publik” dalam ketentuan ini adalah pelayanan 
kesehatan baik pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan 
rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan 
derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien 
dan efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan 
promotif dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari APBN 
dan APBD”.

Pasal 172 ayat 1 mengamanatkan bahwa alokasi 
pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan publik yang 
diutamakan bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan 
anak terlantar. Secara umum, definisi pelayanan publik diatur 
dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009. Dalam peraturan 
tersebut pada pasal 4 dinyatakan bahwa “penyelenggaraan 
pelayanan publik berasaskan kepentingan umum; kepastian 
hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; 
keprofesionalan; partisipatif; persamaan
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E.  TAHAPAN EVALUASI

Dalam suatu kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan 
penting yang saling mendukung satu sama lainnya. Tahapan-
tahapan evaluasi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Menentukan topik evaluasi yakni suatu kegiatan 
penentuan topik yang akan dievaluasi. Contohnya: 
evaluasi hasil kerja, atau evaluasi rencana kerja.

2. Merancang kegiatan evaluasi adalah suatu kegiatan 
mendesain sebuah proses evaluasi sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang 
penting.

3. Pengumpulan data yakni suatu kegiatan mengumpulkan 
dan mencatat setiap informasi sesuai dengan peren-
canaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiahnya.

4. Pengolahan dan analisis data adalah suatu kegiatan 
mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data 
supaya lebih mudah dalam melakukan analisis, serta 
menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasi.

5. Pelaporan hasil evaluasi adalah sesuatu hal dalam 
membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh 
para pihak-pihak yang berkepentingan.
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